BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut World Bank, pemerintahan yang baik didefinisikan
sebagai manajemen yang solid dan bertanggung jawab, yang mengarah
pada demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah investasi yang salah,
mencegah korupsi dan KKN baik secara politik maupun administrasi,
menjaga disiplin anggaran, dan membuat hukum dan kerangka politik
untuk mendorong wirausaha.! “Sebuah negara hukum hanya dapat
memiliki tata kelola pemerintahan yang baik™ gagasan ini didasarkan
pada konsep Plato yang dikenal sebagai "nomoi", yang menyatakan
bahwa tatanan hukum vyang baik didasarkan pada tata kelola
pemerintahan yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa hanya dalam
sistem pemerintahan yang mencerminkan tatanan hukum yang
responsif dan bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Pada tanggal 18 Juli 2009, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik secara resmi diterbitkan dalam Lembaran
Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112. UU tersebut belum dapat
diberlakukan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Menarik

untuk dicatat bahwa peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan

1 pasolong Harbani, 2019, Teori Administrasi Publik,Bandung:Alfabeta, him. 249



berikut : Pertama, memastikan bahwa negara dan masyarakat memenubhi
hak dan kebutuhan mereka melalui layanan publik; kedua,
menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan publik;
ketiga, menekankan hak dan tanggung jawab setiap warga negara dan
penduduk, serta memenuhi kewajiban negara dan perusahaan dalam
menyediakan layanan publik; dan keempat, meningkatkan kualitas dan
efisiensi layanan publik.?

Mengawasi penyediaan layanan publik secara teratur dan
mencegah penyalahgunaan pelayanan termasuk dalam penyelenggaraan
layanan publik. Salah satu kebutuhan utama masyarakat adalah
pelayanan publik. Namun, di Indonesia pelayanan public belum
sepenuhnya terealisasikan dengan baik dan masih perlu perhatian
khusus.> Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur
pemerintah untuk menangani banyak perubahan nilai, rendahnya
kesadaran hukum pejabat publik, dan banyak masalah pembangunan
yang kompleks. Terciptanya Good Governance akan didorong oleh
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Ombudsman Republik

Indonesia hadir guna memberikan kualitas pelayan publik dengan cepat.

2 Badan pelayanan public, 2011. http://ahakim61.files.wordpress.com/2011/09/microsoft-word-
pelayanan-publikl.pdf, dikunjungi tanggal 15-09-2024

% Anggraeni, Nina. 2018. “Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dan Pelayanan Publik (Studi Kasus
Analisis Putusan Rekomendasi ORI Dan Efektivitas Rekomendasi ORI).” Thesis: 1-13.
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/68325.



Salah satu tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia adalah
menerima  laporan tentang dugaan maladministrasi  dalam
penyelanggaraan pelayanan publik; menindaklanjuti laporan dan
pengaduan masyarakat yang termasuk dalam lingkup kewenangan
Ombudsman Republik Indonesia; dan berkolaborasi, bekerja sama, dan
membangun jaringan kerja dengan seluruh lembaga yang ada indonesia.
Tata kelola pemerintah yang baik, reformasi birokrasi, dan pemerintah
yang bersih dihasilkan dari standar pelayanan publik yang tinggi.*
Maladministrasi telah terjadi di banyak lembaga dan
pemerintahan di Indonesia. Ini jelas terbukti dari informasi yang
dikumpulkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tentang metode
penyediaan layanan publik. Jenis pelanggaran ini akan mempengaruhi
orang lain yang menggunakan layanan tersebut, yang akan memberikan
dampak  terhadap  kualitas layanan  secara  keseluruhan.
Mengembangkan aparatur hukum sebagai sistem yang berfungsi dan
adil, membangun suprastruktur dan prasarana lembaga politik,
ekonomi, dan sosial, menumbuhkan kebudayaan dan kesadaran hukum
yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan

negara, adalah semua faktor yang mendukung gagasan negara hukum.

4 Mulyadi, Imam Rifai. 2017. “Efektivitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi (Studi Di Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggerang).” : 126.



Contoh Pelayanan publik yang harus diperhatikan adalah sistem
penundaan berlarut, kasus ini marak terjadi di berbagai lembaga
pemerintahan dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Jika sebuah
instansi memberikan layanan melebihi batas waktu, layanan tersebut
tidak memuaskan masyarakat dan terjadi tumpang tindih waktu yang
berangsur-angsur. Berbagai pihak dan kalangan di seluruh dunia
memberikan “tekanan” pada pemerintahan di negara nya masing-
masing dikarenakan menuntut untuk pemberian kualitas pelayanan
public dalam penyebaran informasi dan meningkatkan efektivitas.
Karena pelayanan publik merupakan bagian penting dari kewajiban
negara untuk menyejahterakan rakyatnya, warga negara dan
penyelenggara pemerintahan memiliki hak fundamental atas pelayanan
publik. Keadilan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui pelayanan
publik. Namun, legislator masih gagal memenuhi harapan mereka
dengan melakukan banyak tindakan publik yang merugikan masyarakat
atau maladministrasi.®

Administrasi negara diberi kebebasan tertentu untuk bertindak
atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan berbagai masalah pelik yang
memerlukan penanganan segera, sementara belum atau tidak ada dasar

hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh lembaga legislatif,

5 Hesti Puspitosari dkk, 2011, Filosofi Pelayanan Publik, Malang : SetaraPress, Hal. 179



yang kemudian diberi kewenangan bebas berupa diskresi oleh hukum
administrasi negara dalam rangka mencapai hasil yang maksimal.

Maladministrasi, terutama abuse of authority, dianggap sebagai
pelanggaran standar perilaku pejabat pemerintah jika dianggap sebagai
pelanggaran hukum vyang dilakukan oleh individu. Penyebab
maladministrasi didasarkan pada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu
penggunaan kekuasaan sewenang-wenang untuk tindakan yang tidak
adil, mengintimidasi, atau diskriminatif. Publik melihat layanan publik
sebagai hal buruk, yang mengakibatkan banyak layanan yang tidak
memenuhi standar serta etika jauh dari masyarakat umum. Oleh karena
itu, penerapan prinsip etis dan prinsip administrasi publik di sektor
harus diperhatikan secara khusus.®

Dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 pasal 10 tentang
administrasi  pemerintahan menjelaskan bahwa Asas Umum
Pemerintahan yang Baik memiliki beberapa asas yang harus diterapkan
dalam sebuah pemerintahan agar terhindar dari sistem maladministrasi
yang marak seperti saat ini. Diantara nya adalah kepastian hukum;
kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan
kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang

baik. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem

® Holilah, H. (2013). Etika Administrasi Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 3(2), Article 2.
https://doi.org/10.15642/jrp.2013.3.2.232-255



pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan.
Nilai-nilai etika tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para birokrat
atau administrator dalam bersikap dan bertindak untuk menjalankan
tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Organisasi Ombudsman Republik Indonesia didirikan dengan
tujuan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik yang
memungkinkan partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan,
ombudsman diharapkan dapat mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik. Dalam melakukan pengawasan standar penyelenggaraan
pemerintah, konsep Good Governance digunakan untuk mengukur
seberapa efektif penyelenggaraan pemerintah dapat beroperasi dengan
baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan oleh undang-undang untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan masyarakat.’

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul
“Analisis Rekomendasi Ombudsman Terhadap Kasus Mal
Administrasi Berdasarkan Asas Good Governance ( Studi Kasus

Rekomendasi Nomor : 0002/RM.03.01/0750.2017/X11/2022 ).”

" Br Sebayang, Regina Angelita, and Hartati Hartati. 2021. “Peran Ombudsman Sebagai Lembaga
Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia.” Mendapo: Journal of Administrative Law 2(2): 63—75.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Penindakan Praktik Maladministrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Rekomendasi Ombudsman Terhadap Kasus Mal Administrasi
Berdasarkan asas Good Governance (Studi Kasus Rekomendasi Nomor
0002/RM.03.01/0750.2017/X11/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pemerintah
terhadap maladministrasi khususnya penundaan yang berlarut dalam sebuah instansi.
2. Untuk Mengetahui Solusi Atau Rekomendasi Terhadap Maladministrasi Penundaan
Yang Berlarut Dalam Perspektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi khususnya
dalam penegakan hukum terhadap maladministrasi penundaan yang berlarut berbasis
good governace.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rujukan oleh
pemerintah dalam hal rekomendasi pembuatan kebijakan terkait permasalahan
Maladministrasi sehingga kebutuhan masyarakat sebagai warga negara terpenuhi

dengan baik.



D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang
No 25 Tahun 2009

Undang-Undang
Mo 37 Tahun 2008

Undang-Undang
Mo 30 Tahun 2014

!

!

Prinsip Pelayanan
Publik;

Rekomendasi
Ombudsman

!

AUFB

4

Rekomendasi

Penindakan Ombudsman

Maladministrasi Berdasarkan
AUPB

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang -
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Didalam
pelayanan publik terdapat standar pelayanan publik. Standar pelayanan
adalah tolak ukur vyang dipergunakan

sebagai  pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan



sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan

terukur.

Pasal 1 nomor 3 dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah lembaga
negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik
negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu
pelanggaran  pelayanan  public adalah mal  administrasi,
maladministration dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar
hukum atau penggunaan otoritas dengan tujuan yang berbeda
dariketentuan yang ada. Contohnya termasuk pelanggaran atau
ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab hukum dalam
melaksanakan fungsi publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan
pemerintah sipil, yang dapat menyebabkan kerugian nyata atau tidak

nyata kepada masyarakat dan individu. Hasanah Dera Izhar mengatakan
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bahwa maladministrasi adalah suatu tindakan yang menyimpang dari
tindakan administrasi atau menjauhkan diri dari pencapaian tujuan

administrasi.®

Hampir semua negara yang berdasarkan hukum modern
memiliki pemerintah yang bertanggung jawab terhadap warganya atau
pihak ketiga. Ini ditunjukkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun
1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara
hukum”, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan
konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Maladministrasi dalam
administrasi negara tidak hanya berarti kesalahan dalam tulisan,
bookkeeping, atau masalah prosedur. Sebaliknya, maladministrasi
mencakup kesalahan dalam melaksanakan fungsi atau jasa publik yang
diberikan oleh semua pejabat negara. Dengan kata lain, pejabat negara
yang melakukan kealpaan tidak terbatas pada administrasi; itu dapat

berupa tindakan, sikap, atau prosedur.

Menurut definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008, unsur-unsur pemenuhan tindakan mal
administrasi adalah sebagai berikut : 1. Perbuatan yang bertentangan

dengan hukum; 2. Penggunaan wewenang yang tidak sesuai untuk

8 Dera Hasanah, 2019, Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Sosial dan
llmu Politik, Hal. 48-58
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memenuhi  kewajiban hukum dalam penyelenggaraan tatanan
pemerintahan ; 3. Yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan
pejabat pemerintah.® Salah satu contoh Mal administrasi dalam
pelayanan public adalah Penundaan berlarut yang berkaitan dengan
seberapa efisien dan tepat waktu organisasi pemerintah menyediakan

layanan publik.

Pembangunan nasional suatu negara dilakukan oleh masyarakat
dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan
pemerintah bertanggung jawab untuk mengarahkan, membina, dan
menciptakan suasana yang mendukung kegiatan masyarakatnya.
Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mengisi, mendukung,
dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah untuk mencapai tujuan
tersebut. Pengelolaan pemerintahan yang baik dapat mengurangi kasus
mal administrasi, menurut UU No 30 tahun 2014 pasal 10 tentang
Administrasi Pemerintahan menjelaskan asas-asas AUPB yang bisa
menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pemerintahan, diantaranya
adalah kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan;
tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum;

dan pelayanan yang baik. Pedoman manajemen pelayanan publik, juga

® Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2008 pasal 1 angka 3 tentang Ombudsman mengenai
unsur-unsur dari pemenuhan suatu tindakan mal administrasi
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disebut sebagai manajemen menurut asas umum pemerintahan yang
baik, adalah dasar yang diperlukan untuk menciptakan standar untuk
pola dan tindakan pelayan pelayanan publik yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah. Pedoman ini menguraikan hal-hal yang perlu
mendapat perhatian selama prosedur operasionalisasi pelayanan publik

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelititian ini merupakan penelitian hukum normative atau
doktrinal. Menurut Terry Hutchinso sebagaimana dikutip Peter
Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum
doktrinal adalah sebagai berikut :

“Doctrinal research is a systematic exposition of the rules
governing a particular legal category, analyzes the relations
between rules, explains difficulties, and possibly predicts future
development.”

(Penelitian doktrinal adalah eksposisi sistematis dari aturan yang
mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar
aturan, menjelaskan kesulitan, dan mungkin memprediksi

perkembangan di masa depan.)*°

10 peter Mahmud Marzuki. Op.cit.,him 32
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Penelitian tentang hukum doktrinal, juga disebut penelitian
perpustakaan atau studi dokumen, berfokus pada aturan tertulis atau

materi hukum lainnya..!!

. Jenis Penelitian

Metode dalam Karena penelitian ini adalah deskriptif analitis, itu
akan memberikan analisis menyeluruh, mendalam, dan sistematis.
Studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan untuk melakukan
penelitian ini. Artinya, materi kepustakaan dan dokumen termasuk
literatur, buku, tulisan, peraturan perundang-undangan, dan karya
ilmiah lainnya.
Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Data sekunder dalam penelitian ini adalah :
a) Bahan Hukum Primer, berupa :
1. Undang - Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia
2. Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

3. UU No 30 Tahun 2014 tentang Asas Umum Pemerintahan

11 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo

Persada,hal.14
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yang Baik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pemohon
Informasi Publik
b) Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, kamus hukum,
pendapat akademisi, dan masalah hukum.
c) Bahan hukum tersier bahan yang digunakan untuk menjelaskan
bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus hukum dan
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai data
sekunder karena diperoleh secara tidak langsung melalui studi
dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan subjek dan
masalah yang diteliti.
5. Metode Analisis Data
yang gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis
kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang akan
meghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu data yang di peroleh
dari penelitian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil
kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian
(skripsi).
E. Sistematika Skripsi

Sistem penulisan yang digunakan dalam karya ini terdiri dari empat bab, yang
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meliputi :

BAB I

Bab pertama ini memperkenalkan dasar-dasar penulisan dan berisi
pendahuluan beserta latar belakang dan rumusan. Kami akan menjelaskan isi
permasalahan, tujuan dan manfaat artikel ini, penelitian terdahulu, dan sistem
penulisannya.

BAB II

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan penelitian
yang sedang dipertimbangkan. Yakni terkait tindak Maladministrasi atas
rekomendasi Ombudsman.

BAB Il

Bab empat skripsi ini adalah Hasil dan Pembahasan yang menguraikan tentang
temuan penelitian dan penjelasan terkait dengan temuan penelitian.

BAB IV

Bab empat merupakan saran dan kesimpulan yang menguraikan atau
menjelaskan kesimpulan akhir penelitian beserta rekomendasinya serta saran

yang relevan bagi pembaca.



